Menimbang

Mengingat

BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 86 TAHUN 2017

TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

: bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Buleleng Tentang Tata Cara Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

I

— - “ .
Sy D e

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 43595);

. Undang-Undang  Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400); '
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438); :

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ,_tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia ;‘ahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun-20.10 fentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5533);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96595);
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk

Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 156);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012
Tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum Yang Bersumber Darij Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547)

Peraturan Menteri Dalam Negeri -Nomer—33-:Tahun_, 2017

.
H

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825)

b



Menetapkan :

21. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaén Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Buleleng Tahun 2007 Nomor 1) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomof S Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007
tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);

22. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri-Nemaor: 910/ 1867/SJ
tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota;
MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng.

2.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.

3. Bupati adalah Bupati Buleleng.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

S. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah
selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala
daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai
tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala
daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya
terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat

lainnya sesuai dengan kebutuhan.
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Badan Pemeriksa Keuangan atau disingkat dengan BPK
adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala
bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan
kewajiban daerah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan
daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama
oleh pemerintah daerah dan DPRD, d__a‘_gkc_ij_tggagﬁkan dengan
peraturan daerah. N
Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah
kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan
keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD
adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai
bendahara umum daerah.

Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan barang milik daerah.

Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat

yang melaksanakan fungsi tata usaha barang milik daerah
pada Pengguna Barang.
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Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan tugas bendahara umum daerah.

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
SKPD.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK
adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik
pekerjaan, yang bertanggungjawab atas pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa.

Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk

melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung,
dan E-Purchasing.

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah
panitia/pejabat yang ditetapkah oleh PA/KPA yang bertugas
memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang
perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya
disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan
fungsi tata usaha keuanga;l pada SKPD.

PejaBat Pelaksana Teknis Kegiatan.yang.selanjutnya disingkat
PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang
melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu
program sesuai dengan bidang tugasnya.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada

SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang
untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan
APBD pada SKPD.
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Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah
yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung
seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat
penyimpanan uang daerah yang' ditentukan oleh kepala
daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan

membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang

- ditetapkan.

Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas
daerah.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang
diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat
SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh
manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat
sosial dan/atau manfaat lainnya  sehingga dapat
meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya
disingkat DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat
pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran. SKPD yang
selanjutnya disingkat DPPA SKPD merupakan dokumen yang
memuat perubahan anggaran pendapatan dan belanja setiap
SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh
pengguna anggaran.

Anggaran Kas adalah dokumen yang memuat perkiraan arus

kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan

kol
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arus kas keluar yang digunakan untuk mengatur
ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan
APBD setiap periode.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk
melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.

Surat Permintaan Pembayaran yang.selanjutnya disingkat
SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang
bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara
pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya
disingkat SPP-LS.

Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPP-UP.

Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang persediaan yang
selanjutnya disingkat SPP-GU.

Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan
yang selanjutnya disingkat SPP-TU,

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM
adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D
atas beban pengeluaran DPA SKPD.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya
disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD kepada
pihak ketiga.

Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya
disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk
penerbitan SP2D atas beban beban pengeluaran DPA SKPD
yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai
kegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang
diterbitkan oleh peéngguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti
uang persediaan yang telah dibelanjakan.

Lt R
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Surat Perintah Membayar Tamﬁahan Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang
diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna
anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran
DPA SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah
batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai
dengan ketentuan. :.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
Uang Persediaan adalah sejumlah wuang tunai yang
disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan
operasional sehari-hari.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah
daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayananﬂkepada
masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan
produktivitas.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah
warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat
pembina kepegawaian untuk menduduki  jabatan
pemerintahan.

Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang selanjutnya disebut PNSD
adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil
yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa
melalui sistem katalog elektronik.

Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat
SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam
menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
Iuran Wajib PNS Daerah yang selanjutnya disebut IWP adalah
adalah iuran yang dipotong sebesar 10% dari gaji pokok dan
tunjangan keluarga PNS Daerah untuk iuran pensiun, iuran

tabungan hari tua, dan iuran pemeliharaan kesehatan.
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Perhitungan Pihak Ketiga yang selanjutnya disebut PPK
Merupakan utang pemerintah kepada pihak lain yang
disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak
atau pungutan lainnya.

Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut PPN
ladalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai
dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke
konsumen atau secara Cuma-Cuma/hadiah.

Pajak Penghasilan yang selanjutnya disebut PPh adalah Pajak
Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak
berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat
diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan
oleh Pengguna Barang.

Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang
berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau
pembuatan wujud fisik lainnya.

Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang
membutuhkan keahlian tertentu dib berbagai bidang keilmuan
yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).

Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan
tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam
suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia
usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala
pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi,

pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
Bagian Kedua
Asas Umum Pelaksanaan APBD
Pasal 2

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam
rangka pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dikelola
dalam APBD.

Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau

menerima pendapatan daerah wajib melaksanakannya



(3)
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berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.

Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk
membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan.

Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan
batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja.

Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja
jilka untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak
cukup tersedia dalam APBD.

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat
dilakukan jika dalam keadaan darurat, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau
disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat
(6) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban
anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah
ditetapkan dalam APBD.

Pengeluaran anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud
ayat (8) menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif,

efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran
Paragraf 1
Pelaksana Anggaran SKPD

Pasal 3
Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunan Anggaran
menetapkan Pelaksana Anggaran SKPD $ébagai berikuit :
a. PPTK;
b. PPK SKPD dan pembantunya sebagai penatausahaan
keuangan SKPD;

c. Pembantu Bendahara;
PPK;

e. Pejabat Pengadaan;



(2)
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f. Pejabat dan/atau Panitia Penerima hasil pekerjaan untuk
pemeriksaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/
jasa lainnya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) sedangkan untuk jasa konsultansi
éampai dengan Rp.50.000.060,00~+—{lima . puluh juta
rupiah);

g Panitia penerima hasil pekerjaan untuk pemeriksaan
pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
sedangkan untuk jasa konsultansi diatas Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Persyaratan PPK, dan Pejabat Pengadaan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Paragraf 2
DPA SKPD
Pasal 4

PPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Daerah
tentang APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua
kepala SKPD agar menyusun rancangan DPA SKPD.
Rancangan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merinci sasaran yang hendak dicapai program, kegiatan,
anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut,
dan rencana penarikan dana ° tiap-tiap SKPD serta
pendapatan yang diperkirakan.
Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA SKPD kepada
PPKD paling lama 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal S

TAPD melakukan Verifikasi rancangan DPA SKPD bersama-
sama dengan kepala SKPD paling lama 15 (lima belas) hari
kerja sejak ditetapkannya peraturan Bupati tentang
penjabaran APBD.

Berdasarkan hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD dengan
persetujuan Sekretaris Daerah.

DPA SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada SKPD, satuan kerjha pengawasan

e A ———— — ~e
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(4)

(2)

(4)

daerah, dan BPK paling lama 7 (tujuh) ‘hari kerja sejak
tanggal disahkan. ,

DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh SKPD selaku

pengguna anggaran/pengguna barang.

Paragraf 3
Anggaran Kas
Pasal 6

Kepala SKPD berdasarkan rancangan DPA SKPD menyusun
rancangan anggaran Kas SKPD.

Rancangan anggaran Kas SKPD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan
dengén rancangan DPA SKPD. -

- ~t .
———— :
= -

Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan
bersamaan dengan pembahasan DPA SKPD.
Pasal 7

PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah

daerah guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk

mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana
penarikan dana yang tercantum dalam DPA SKPD yang telah
disahkan.

Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat

perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan

dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan untuk
mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

Mekanisme pengelolaan anggaran kas pemerintah daerah

ditetapkan sebagai berikut :

a. Penerimaan Pendapatan Daerah setiap Triwulannya
sebesar 25% dari total penerimaan pendapatan daerah.

b. Pengeluaran Belanja secara keseluruhan setiap
Triwulannya rata-rata sebesar 25% dari total belanja
daerah atau sesuai dengan kebutuhan belanja, kecuali
untuk belanja sharing retribusi parkir dan retribusi

daerah tempat wisata dapat melebihi 25% dari total
belanja daerah.
Bagi SKPD yang memiliki kebutuhan mendesak maka dapat
melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dengan melampirkan persetujuan dari Koordinator TAPD.



Bagian Keempat
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah
Pasal 8

Bendahara penerimaan SKPD menyelenggarakan
penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran
atas penerimaan yang menjadi tanggung jawab serta
langsung disetor ke rekening kas umum daerah;
Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak
dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran;
Setiap pendapatan harus didukung oleh bulkti yang lengkap
dan sah.
Penerimaan dari Pendapatan Operasional atau Fungsional

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diatur tersendiri

dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9
Setiap SKPD yang memungut pendapatan daerah wajib
mengintensifkan pemungutan pendapatan yang menjadi
wewenang dan tanggung jawabnya.
Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh
penerimaannya ke rekening Kas u_rng_@*gggfh paling lama 1
(satu) hari kerja terhitung sejak uang kas dite;iga. N
Penyetoran penerimaan oleh Bendahara Penerimaan pada
hari kerja berikutnya setelah penerimaan diterima dapat
dilakukan dalam hal :
a. Penerimaan diterima pada hari libur/yang diliburkan;
b. Layanan Bank/Pos Persepsi dengan tempat/kedudukan

Bendahara Penerimaan tidak tersedia; atau

c. Dalam hal tidak tersedia layanan Bank/Pos Persepsi
dengan tempat kedudukan Bendahara Penerimaan
sebagaimana dimaksud pada huruf b, sepanjang
memenuhi kondisi sebagai berikut :

1. Kondisi  geografis satuan kerja yang tidak
memungkinkan melakukan penyetoran setiap hari;

2. Jarak tempuh antara lokasi Bank/Pos Persepsi
dengan tempat/kedudukan Bendahara Penerimaan
melampaui waktu 2 jam; dan/atau

.3. Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran

lebih besar daripada penerimaan yang diperoleh;

o



(4) Penyetoran oleh Bendahara Penerimaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara berkala.
(5) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang

ditetapkan dalam peraturan daerah.

Pasal 10
Komisi, rabat, potongan atau pendapatan lain dengan nama dan
dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik
secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar,
hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk
pendapatan bunga, jasa giro atau pendapatan lain sebagai akibat
penyimpanan dana anggaran pada bank serta pendapatan dari
hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya

merupakan pendapatan daerah.

Pasal 11

(1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan dilakukan dengan
membebankan pada rekening pendapatan yang bersangkutan
untuk pengembalian pendapatan yang terjadi dalam tahun
yang sama.

(2) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada
tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja
tidak terduga.

(3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Pasal 12
Semua pendapatan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan
daerah yang sah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah

dan dicatat sebagai pendapatan daerah._

Bagian Kelima
Azas Umum Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah
Paragraf 1
Azas Umum

Pasal 13
(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung

dengan bukti yang lengkap dan sah.
(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat

pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung



(5)

jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan

bukti dimaksud.
Pengeluaran kas yang mengakibgtkg-lil_r beban APBD tidak

“
——

dapat dilakukan sebelum rancangan peraUIz"an “daerah
tentang APBD diundangkan dan ditempatkan dalam
lembaran daerah.

Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
termasuk untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib.

Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus
menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah
dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan
dalam tahun anggaran yang bersangkutan seperti belanja

pegawai, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari yang
terdiri dari :

a. gaji PNS;

b. honorarium tenaga honor daerah :
a. rekening air;

b. rekening telepon;

rekening listrik;

asuransi premi;

bahan bakar minyak;

g2 ap

pembayaran pajak kendaraan bermotor; dan

c. pembayaran PBB aset daerah;

Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun
anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap
bulan.

Belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat

wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan
sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Pembayaran gaji dan tunjangan umum bagi Pegawai Negeri
Sipil yang dimutasi, dibebankan pada instansi/ SKPD

penerima mutasi.
e ""‘““Pﬂ"“-—«!-_:.__, _—
Dalam hal SKPD penerima mutasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tidak menganggarkan Pembayaran gaji dan

™



(2)

(3)

(5)

tunjangan umum bagi Pegawai Negeri Sipil yang dimutasi
sebelum APBD perubahan, maka Pembayaran gaji dan
tunjangan umum  dibebankan pada instansi/SKPD
sebelumnya sampai dengan dilakukannya perubahan APBD,
Dalam hal SKPD penerima mutasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak menganggarkan Pembayaran gaji dan
tunjangan umum bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) PemBayaran gaji dan tunjangan
umum bagi Pegawai Negeri Sipil yang dimutasi setelah APBD
perubahan, dibebankan pada instansi/ SKPD sebelumnya
sampai dengan berlakunya APRI . _tahun anggaran
berikutnya. ‘

Paragraf 2
Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 15
Pengadaan barang/jasa dilakukan sesual ketentuan yang
berlaku.
Dalam rangka pengadaan barang/jasa, pengguna anggaran
bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuaj
peraturan  perundang-undangan  di bidang pengadaan
barang/jasa pemerintah.
Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang dalam melaksanakan
tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat
melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit
kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa
pengguna barang yang ditetapkan oleh Bupati atas usul
kepala SKPD.
Dalam pengadaan barang/jasa, kuasa pengguna anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus bertindak
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
Pengguna Anggaran memiliki tugas menyusun dan
mengumumkan Rencana Umum Pengadaan, termasuk
didalamnya menyusun dan menetapkan Kerangka Acuan
Kerja Pengadaan sebagaimana contoh format Kerangka
Acuan Kerja yang tercantum dalam Lampiran II yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.



(6)

Pengguna Anggaran dalam menyusun rencana umum
pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan
pemaketan barang/jasa dengan mempertimbangkan jenis
pengadaan, dan pagu anggaran pengadaan untuk
mewujudkan prinsip-prinsip pengadaan yang efisien, efektif,
transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan
akuntabel.

Pengguna Anggaran mengangkat dengan Keputusan untuk

Pejabat sebagai berikut :

a. PPK yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan
barang/jasa;

b. Pejabat Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan
Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket
pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya
yang bernilai paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) dan/atau Pengadaan Langsung atau
Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa
konsultansi yang bernilaj paling tinggi Rp. 50.000.000,00
(hlma puluh juta rupiah), serta. melaksanakan pengadaan
dengan tata cara pembelian melalui sistem katalog
elektronik (e-purchasing);

Unit yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan

barang/jasa melaksanakan pengadaan barang/jasa sebagai

berikut :

a. Pengadaan barang/peke_rjaan konstruksi/jasa lainnya
dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dan jasa konsultasi dengan nilai diatas Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

b. ULP dapat melaksanakan paket pengadaan
barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai
paling tinggi Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
dan paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai
paling tinggi Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

E-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau

pejabat yang ditetapkan oleh Kepala SKPD.



Paragraf 3
Belanja Tidak Langsung

Pasal 16
Belanja Pegawai yang dibebankan dalam APBD dilaksanakan
sesuai ketentuan yang berlaku.
Belanja Bunga Pinjaman dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan dan dibayarkan sesuai jadwal yang telah
ditentukan.
Belanja Hibah, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Sosial
dan Belanja Bantuan Keuangan dilaksanakan sesuai
ketentuan yang berlaku.
Belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk
kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan
berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana
sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya dan bersifat
tanggap darurat termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah
ditutup  ditetapkan dengan keputusan Bupati dan
diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan
terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.
Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan dengan SPP-LS atau
ditentukan lain oleh Bupati.
Permintaan Pembayaran sebagaimana pada ayat (2)
dilakukan dengan SPP-GU.
Apabila pada Tahun Anggaran berjalan pada belanja tidak
langsung terjadi kekurangan -anggaran, . baik  secara
keseluruhan maupun pada rincian obyek belanja maka dapat
dilakukan pergeseran antara obyek belanja.

Pasal 17

Pengajuan SPP Belanja Tidak Langsung dilaksanakan sebagai
berikut:

a. Belanja Pegawai oleh Kepala Bagian/ Bidang/ Kasubag TU/

Sekretaris yang menangani urusan kepegawaian masing-
masing SKPD;

Belanja Pembayaran Bunga Pinjaman oleh Kepala Badan
Keuangan Daerah;



(4)

(S)

(2)

Belanja Tidak Terduga untuk penaggg_liﬁxggiri: l_ainca.na alam
dan bencana sosial dilaksanakan sesuai ketentuan yang
berlaku;
tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja hibah,
bantuan sosial, bantuan keuangan dan bagi hasil pajak dan
retribusi daerah diatur dalam peraturan bupati.
Paragraf 4
Belanja Langsung
Pasal 18
Belanja Pegawai dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku
dan tidak diperkenankan menerima Honorarium lebih dari 1
(satu) jenis setiap bulannya dalam 1 (satu) Kegiatan.
Honorarium dalam Kepanitiaan Pelaksanaan Kegiatan hanya
diberikan kepada Kepanitiaan yang melibatkan PNSD.
Uang Lembur bagi PNSD yang melaksanakan kerja lembur
dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Permintaan Pembayaran untuk Honorarium dan uang lembur
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
dapat dilakukan dengan SPP-LS atau SPP-UP, atau SPP-GU
dan dibayarkan setelah pekerjaan dilaksanakan serta
Pembayaran Belanja Pegawai disetujui oleh Atasan Langsung
PPTK.
Dalam hal atasan langsung PPTK berhalangan/tidak ada,
pembayaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) disetujui oleh Pengguna Anggaran.
Belanja dengan sumber dana dari DAK Fisik dilakukan
dengan mekanisme SPP-LS.
Belanja dengan sumber dana dari Non Fisik dilakukan
dengan mekanisme SPP-LS atau SPP-GU.

Pasal 19
Pelaksanaan Belanja Barang dan Jasa dilaksanakan sesuai
ketentuan yang berlaku dan dilakukan melalui Pejabat

Pengadaan atau Unit yang melaksanakan fungsi layanan
pengadaan barang/jasa.

- - [
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Permintaan pembayaran Belan}a Barang dan  Jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan
SPP-LS atau SPP-UP, SPP-GU atau SPP-TU dan Pembayaran



(4)

(6)

(7)

()

(10)

Belanja Barang dan Jasa diketahui oleh Atasan Langsung
PPTK.

Dalam hal atasan langsung PPTK berhalangan/tidak ada,
pembayaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) disetujui oleh Pengguna Anggaran.

Belanja Perjalanan Dinas dilaksanakan sesuai ketentuan
yang berlaku dan disertai laporan bahwa  perjalanan
dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan
waktu yang telah ditetapkan.

Belanja Bahan Bakar Minyak ungﬁl‘c‘hé;é;é—sdf(—):na ketidaraan
pada SKPD dapat dibebankan pada APBD dengan
mencantumkan di DPA masing-masing SKPD.

Pemakaian Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan roda

dua/sepeda motor ditetapkan 1 (satu) liter untuk 15 (lima

belas) Km jalan.

Pemakaian Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan roda 3

ditetapkan 1 (satu) liter untuk 10 (sepuluh) Km Jalan.

Pemakaian Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan roda

empat ditetapkan 1 (satu) liter untuk 7 (tujuh) Km jalan.

Pemakaian Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan roda

enam ditetapkan 1 (satu) liter untuk 5 (lima) Km jalan.

Pemakaian Bahan Bakar Minyak dalam Kota

Kabupaten/Kecamatan untuk kendaraan roda empat bagi

Pejabat setiap hari kerja diatur sebagai berikut :

a. Kendaraan roda empat Bupati dan Ketua DPRD sebanyak
15 (lima belas) liter/hari.

b. Kendaraan roda empat Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD
dan Sekda sebanyak 10 (sepuluh) liter/hari.

c. Kendaraan roda empat Asisten Sekda, Kepala SKPD dan
Staf Ahli Bupati sebanyak 7 (tujuh) liter/hari.

d. Kendaraan roda empat Sekretaris SKPD dan Kepala
Bagian Sekretariat Daerah sebanyak 6 (enam) liter/hari.

e. Kendaraan roda empat Kepala Bagian diluar Sekretariat
Daerah dan Kepala Bidang sebanyak 5 (lima) liter/hari.
Pemakaian Bahan Bakar  Minyak dalam Kota
Kabupaten/Kecamatan untuk kendaraan roda dua/Sepeda

motor setiap hari kerja sebanyak 2 (dua) liter/hari.
Pemakaian Bahan Bakar Minyak untuk mesin dan alat berat

ditetapkan oleh masing-masing Kepala SKPD pengguna mesin

s



(13)

(2)

dan alat berat tersebut berdasarkan spesifikasi atau kajian

teknis mesin dan alat berat yang digunakan.

Belanja Makanan dan minuman ditetapkan dengan nilai

tertinggi sebagai berikut :

a.

Nasi atau makanan sejenis lainnya perkotak/bungkus/1
(satu) kali sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu
rupiah).

Snack  atau makanan ringan  sejenis lainnya
perkotak/bungkus/1 (satu) kali sebesar Rp. 16.000,00
(enam belas ribu rupiah).

Nasi atau makanan sejenis lainnya perkotak/bungkus/ 1
(satu) kali untuk kegiatan yang melibatkan pihak ke-III
(non rapat) di dalam daerah Kabupaten Buleleng sebesar
Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Nasi atau makanan sejenis lainnya perkotak/ bungkus/ 1
(satu) kali untuk kegiatan yang melibatkan pihak ke-III
(ion rapat) di luar daerah Kabupaten Buleleng sebesar
Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). B
Makanan prasmanan dan snack per-orang/1 (satu) kali
untuk kelas 1.1tarr1a/\/’VII:D sebesar Rp.175.000,00 (seratus
tujuh puluh lima ribu rupiah).

Makanan prasmanan dan snack per-orang/1 (satu) kali
untuk kelas menengah /VIP sebesar Rp.150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Makanan prasmanan dan snack per-orang/1 (satu) kali
untuk kelas ekonomi sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh
ribu rupiah).

Nasi atau makanan sejenis lainnya perkotak/ bungkus/1
(satu) kali untuk kegiatan lomba mewakili daerah sebesar
Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Pasal 20

. Pelaksanaan Belanja Modal Tanah dilaksanakan sesuai

ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan Belanja Modal selain sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku

dan dilaksanakan melalui Pejabat Pengadaan atau Unit yang

melaksanakan fungsi layanan pengadaan barang/jasa.



(3) Permintaan Pembayaran untuk Belanja Modal dilakukan
dengan SPP-LS dan pembayaran Belanja Modal diketahui

oleh Atasan Langsung PPTK.

Paragraf S5
Pembiayaan

Pasal 21
Pembiayaan yang terdiri dari Penerimaan dan Pengeluaran
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan dilakukan melalui

Rekening Kas Umum Daerah.

BAB II
PERUBAHAN APBD

Bagian Pertama
Pergeseran Anggaran

Pasal 22
Ketentuan tentang tata cara pergeseran anggaran diatur dengan
Peraturan Bupati tersendiri.
Bagian Kedua
Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD
Pasal 23

(1) PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar
menyusun dan menyampaikan rancangan DPPA SKPD paling
lambat 3 (tiga) hari kerja setelah peraturan daerah tentang
perubahan APBD ditetapkan.

(2) DPA SKPD yang mengalami perubahan dalam tahun berjalan
seluruhnya harus disalin kembali kedalaim‘_D_EBA__‘SKPI?_..

(3) Dalam DPPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
terhadap rincian obyek pendapatan, belanja atau pembiayaan
yang mengalami penambahan atau pengurangan atau
pergeseran harus disertai dengan penjelasan latar belakang
perbedaan jumlah anggaran sebelum dilakukan perubahan
dan setelah dilakukan perubahan.

(4) DPPA SKPD dapat dilaksanakan setelah dibahas TAPD, dan

disahkan oleh PPKD berdasarkan persetujuan Sekretaris

Daerah.



(1)

(1)

BAB III
PENGELOLAAN KAS
Bagian Pertama
Pengelolaan Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Pasal 24

Untuk mengelola kas daerah, bendahara umum daerah

membuka rekening kas umum daerah pada bank yang sehat.

Penunjukan bank sebagai penempatan rekening kas umum

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

dengan keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kas Non Anggaran

Pasal 25

Pengelolaan kas non anggaran mencerminkan penerimaan

dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran

pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah.

Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:

a. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PPK);
b. Penerimaan IWP;

c. Penerimaan Taperum,;

d. Penerimaan PPh;

e. Penerimaan Panjar;

f. Penerimaan PPN;

g. Penerimaan Hutang Kelebihan;

h. Penerimaan Asuransi Kesehatan;

i. Penerimaan Lain-lain;

J.  Penerimaan Jaminan Kecelakaan Kerja;dan
k. Penerimaan Jaminan Kematian;
Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat
seperti:

a. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PPK);
b. Pengeluaran IWP;

C. Isengeluaran Taperum,; ettt
d. Pengeluaran PPh;

e. Pengeluaran Panjar;

f. Pengeluaran PPN;

g. Pengeluaran Hutang Kelebihan;

h. Pengeluaran Asuransi Kesehatan;

(1)



(1)

(2)

(1)

i. Pengeluaran Lain-lain;

j. Pengeluaran Jaminan Kecelakaan Kerja;dan

k. Pengeluaran Jaminan Kematian;

Penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diperlakukan sebagai penerimaan perhitungan pihak ketiga.
Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan sebagai pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
Informasi penerimaan kas dan pengeluaran Kas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disajikan dalam laporan
arus kas aktivitas non anggaran.

Penyajian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB IV
PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH
Bagian Pertama
Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 26
Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara
penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang
menerima atau menguasai uang/ barang/kekayaan daerah,
wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan
peraturan perundang—undaﬁgan.
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan
dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi
dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan
APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan

akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua
Penatausahaan Penerimaan
Pasal 27

Penerimaan daerah disetor ke rekening kas umum daerah
pada bank pemerintah yang ditunjuk, dianggap sah setelah
kuasa BUD menerima nota kredit.
Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan
ke rekening kas umum daerah paling lambat 1 (satu) hari
kerja setelah penerimaan uang dari pihak ketiga.
Atas pertimbangan kondisi geografis yang sulit dijangkau

dengan komunikasi transportasi, dapat melebihi ketentuan
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(4)

(5)

batas waktu penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dengan peraturan bupati.

Bendahara penerimaan wajib menyelenggarakan
penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran
atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau
surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu)
hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau
giro pos.

Bendahara penerimaan | pada SKPD wajib
mempertanggungjawabkan atas pengelolaan uang yang
menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan

pertanggungjawaban penerimaan.

Pasal 28
Dalalin hal obyek pendapatan dastah-tersebar atas
pertimbangan kondisi geografis wajib pajak dan/atau wajib
retribusi tidak mungkin membayar kewajibannya langsung
pada badan, lembaga keuangan atau kantor pos yang
bertugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara
penerimaan, dapat ditunjuk bendahara penerimaan
pembantu.
Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh
penerimaan ke rekening kas umum daerah paling lambat 1
(satu) hari kerja setelah penerimaan uang dari pihak ketiga.
Penyetoran penerimaan oleh Bendahara Penerimaan
Pembantu pada hari kerja berikutnya setelah penerimaan
diterima dapat dilakukan dalam hal :
a. Penerimaan diterima pada hari libur/yang diliburkan;
b. Layanan Bank/Pos Persepsi dengan tempat/kedudukan
Bendahara Penerimaan tidak tersedia; atau
c. Dalam hal tidak tersedia layanan Bank/Pos Persepsi
dengan tempat kedudukan Bendahara Penerimaan
sebagaimana dimaksud pada huruf b, sepanjang
memenuhi kondisi sebagai berikut :
1. Kondisi geografis satuan kerja yang tidak
memungkinkan melakukan penyetoran setiap hari;
2. Jarak tempuh antara lokasi Bank/Pos Persepsi

dengan tempat/kedudukan Bendahara Penerimaan

"



(2)

(3)

(4)

melampaui waktu 2 (dua) jam; dan/atau
3. Biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran
lebih besar daripada penerimaan yang diperoleh;
4. Penyetoran oleh Bendahara Penerimaan Pembantu
dapat dilakukan secara berkala.
Bendahara penerimaan pembantu wajib menyelenggarakan
penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran
atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
Bendahara penerimaan pembantu wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada bendahara
penerimaan.
Pasal 29
Bupati dapat menunjuk badan, lembaga keuangan atau
kantor pos yang bertugas melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi bendahara penerimaan.
Badan, lembaga keuangan atau kantor pos wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kas

yang diterimanya kepada kepala daerah melalui BUD.

Bagian Ketiga
Penatausahaan Pengeluaran

Pasal 30
Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-
LS, SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU.™ ~—=%——_.*

—_— —

PPTK mengajukan SPP-LS melalui pejabat penatausahaan
keuangan pada SKPD kepada pengguna anggara/kuasa
pengguna anggaran setelah diterimanya tagihan dari pihak
ketiga.

Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan
yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.

Pengajuan SPP - LS Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) diajukan untuk keperluan belanja bernilai
diatas Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan
keuangan pada SKPD mengajukan SPP-UP kepada pengguna
anggaran setinggi-tingginya sesuai dengan Jumlah UP yang

telah ditetapkan untuk masing - masing SKPD.



Untuk penggantian uang persediaan, bendahara pengeluaran
mengajukan SPP-GU.

Pengajuan SPP-GU sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
digunakan untuk mengganti UP yang sudah terpakai dan
sudah di SPJ-kan dan/atau ketika UP habis.

Apabila terdapat kebutuhan belanja yang sifatnya mendesak,
sedangkan uang persediaan tidak mencukupi karena sudah

direncanakan untuk kegiatan lain maka dapat diajukan
SPP - TU.

Pengajuan SPP - TU sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
dapat dilakukan jika sudah pernah
mempertanggungjawabkan penggunaan UP sebelumnya.

Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud
pada ayat (8) dan ayat (9) harus mendapat persetujuan dari

PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu
penggunaan.

Bagian Keempat
Penyediaan Dana

Pasal 31
Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan
SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD,
SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh
kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.,

SPD digunakan untuk penyediaan dana bagi tiap-tiap SKPD
dalam periode waktu 1 (satu) bulan.

SPD dibuat terpisah antara SPD Belanja Langsung dan SPD
Belanja Tidak Langsung.

Apabila terjadi pergeseran ataupun perubahan anggaran,
dapat diterbitkan SPD Perubahan.
Penerbitan SPD agar memperhatikan ketentuan pengaturan

Anggaran Kas.

Penerbitan SPD dilakukan sésuai~“derigan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Permintaan Pembayaran

Pasal 32
Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan

dengan SPD bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada
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(4)

(1)

(2)

pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-
SKPD.

SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. SPP Uang Persediaan (SPP-UP);

b. SPP Ganti Uang (SPP-GU),

c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU); dan =~~~ — -

d. SPP Langsung (SPP-LS). _

SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) diajukan oleh bendahara pengeluaran kepada
pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-
SKPD.

PPK SKPD meneliti dan menverifikasi kelengkapan SPP-UP,
SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Bagian Keenam
Perintah Membayar

Pasal 33
Dalam hal SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS yang diajukan
dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran menerbitkan SPM.
Dalam hal SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS yang diajukan
dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna
anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan
SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS.
SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS yang telah diterbitkan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada kuasa
BUD untuk penerbitan SP2D.

Bagian Ketujuh
Pencairan Dana
Pasal 34

Kuasa BUD meneliti kelengkapan SPM-UP, SPM-GU, SPM-
TU, SPM-LS yang diajukan oleh pengguna anggaran/kuasa
pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak
melampaui pagu dan didukung dengan kelengkapan
dokumen sesuai ketentuan yang berlaku.



(2)

(1)

(2)

(4)

(6)

Dalam hal SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap BUD/kuasa BUD
menerbitkan SP2D.

SP2D yang diterbitkan oleh BUD/Kuasa BUD dicairkan
dengan mekanisme memindahbﬁkuka_n dari rekening Kas
Daerah ke rekening penerima.,

Dalam hal SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan (idak lengkap dan/atau
tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui pagu

anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

Pasal 35
Pelaksanaan  transaksi non  tunaj pada Bendahara

Pengeluaran diakukan dengan metode trirsfer — ..
Batasan transaksi non tunai akan diatur dengan instruksi
Bupati.

Pelaksanaan transfer dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
kepada PNS, Non PNS dan Pihak Ketiga lainnya setelah PPTK
melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan,
Ketentuan — schagaimana dimaksud dalam ayat (3
dikecualikan untuk perjalanan dinas dengan pembayaran

uang muka perjalanan dinas.

Bagian Kedelapan
Pertanggungjawaban Penggunaan Dana

Pasal 36

Bendahara pengeluaran wayjib mempertanggungjawabkan

penggunaan uang persediaan/ganti uang persediaan/tambah

uang persediaan kepada kepala SKPD melalui PPK SKPD
paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Juga disampaikan kepada PPKD.

Dalam melakukan verifikasi atas laporan

pertanggungjawaban  yang disampaikan, PPK SKPD

berkewajiban:

a. Meneliti kelengkapan dokumen laporan
pertanggungjawaban  dan  keabsahan bukti-bukti
peﬁgeluaran yang dilampirkan;

b. Menguji kebenaran perhitungan atas pengcluaran per

rincian obyek yang tercantum dalam ringkasan per

Y



rincian obyek;

c. Menghitung pengenaan PPN/PPh atas beban pengeluaran
per rincian obyek; dan

d. Menguji kebenaran sesuai dengan SPM dan SP2D yang
diterbitkan periode sebelumnya.

(8) PPK SKPD menyusun Laporan realisasi Anggaran setiap
bulan dan disampaikan kepada PPKD sebagai bahan evaluasi
pelaksanaan APBD.

(9) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun
anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan
Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Pasal 37

Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melakukan

pemeriksaan kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan dan

bendahara pengeluaran minimal sekali dalam 3 (tiga) bulan.

BAB V
LAPORAN KEUANGAN
Bagian Pertama
Laporan Realisasi Triwulanan
Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 38
(1) Kepéla SKPD menyusun laporan— . realisasi triwulanan
anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil
pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
(2) Laporan realisasi triwulanan ‘sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar evaluasi
pelaksaaan APBD.

Bagian kedua
Laporan Realisasi Semester Pertama
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Pasal 39
(1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama
anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil
pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
prognosis untuk 6 (enam) bulan berilcutnya.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disiapkan oleh
PPK SKPD dan disampaikan kepada pejabat pengguna

anggaran untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi

v



(4)

(3)

(1)

semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD

serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya selambat-
lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah semester pertama
tahun anggaran berkenaan berakhir.
Pejabat pengguna anggaran menyampaikan laporan realisasi
semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD
serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPKD sebagai
dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD
serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya selambat-
lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah semester pertama
tahun anggaran berkenaan berakhir.

Pasal 40
PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD
dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya dengan cara
menggabungkan seluruh laporan realisasi semester pertama
anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis
untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 ayat (4) paling lambat minggu kedua bulan
Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada
sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan
daerah.
Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis
untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah paling
lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan
untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama
APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis
untuk 6 (enam) bulan berikutn}wra \;B;Ega‘f'niéﬁa dimaksud
pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir

bulan Juli tahun anggaran berkenaan,

Bagian Ketiga
Laporan Tahunan

Pasal 41
PPK SKPD menyusun laporan keuangan SKPD tahun

anggaran berkenaan dan disampaikan kepada kepala SKPD

untuk ditetapkan sebagai laporan pertanggungjawaban

of



(2)

(1)

(3)

(1)

(2)

pelaksanaan anggaran SKPD.
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan

h" et b
.

laporan keuangan pemerintah daera

-

Pasal 42
Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
41 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling
lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disusun oleh pejabat pengguna anggaran sebagai hasil
pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi
tanggung jawabnya.
Laporan keuangan SKPD scbagaimana dimaksud pada ayat
(2) terdiri dari:
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih
c. laporan operasional;
d. laporan perubahan ekuitas;
e. neraca; dan
f. catatan atas laporan keuangan.
Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa
pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern

yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan.

Pasal 43

PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah
dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan
SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) paling
lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran
berkenaan.

Laporan  keuangan pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah
melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan
keuangan daerah dalam rangka memenuhi

perﬁanggungjawaban pelaksanaan.APBD. __ .

iy



(3)

()

(2)

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari:

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan operasional,

c. laporan perubahan ekuitas;

d. neraca;

e. laporan arus kas; dan

f. catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan keuangan pemerintahan “daérati— sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan laporan kinerja dan
ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah.

Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan
kepala daerah bahwa pengelolaan APBD yang menjadi
tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan
sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan.

Pasal 44

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43
ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada BPK selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diselesaikan selambat-lambatnya 2
(dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari
pemerintah daerah.

Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) BPK belum menyampaikan laporan hasil

pemeriksaan, kepala daerah dapat menyampaikan rancangan
peraturan daerah kepada DPRD.

Pasal 45
Kepala daerah dapat melakukan klarifikasi terhadap hasil
pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) peraturan
Bupati ini.



Kepala daerah wajib melakukan penyesuaian terhadap
laporan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas

laporan keuangan pemerintah daerah.

PROSEDUR DAN TEKNEI,’Q %gIIQTANGGUNGJAWABAN
Pasal 46
Pertanggungjawaban Belanja Pegawai Non Gaji dan
Tunjangan Lainnya bagi Pegawai Daerah harus memenuhi
persyaratan sebagai berikut :
a. keputusan/ketentuan yang mengatur;
b. Daftar Penerimaan Uang;
c. Kuitansi dengan meterai secukupnya sebagaimana contoh
yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini;
d. Daftar Hadir;
e. Surat Perintah Kerja Lembur;
f. Daftar Hadir Kerja Lembur; dan
g. Berita Acara Serah Terima sebagaimana tercantum dalam
Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati-inix___, .

— -id

Persyaratan tersebut diatas disesuaikan dengan Obyek

Belanja yang dipertanggungjawabkan.

Pasal 47
Pertanggungjawaban  pelaksanaan pengadaan  Belanja
Barang/Jasa dan Belanja Modal untuk Pengadaan
Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp. 10.000.000,00
(sepuluh juta rupiah) memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Kuitansi dengan meterai secukupnya sebagaimana
tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;dan
b. Dokumen proses pengadaan sebagaimana contoh yang
tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.
Pertanggungjawaban  pelaksanaan pengadaan Belanja
Barang/Jasa dan Belanja Modal untuk Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang nilainya
sampai dengan Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

memenuhi persyaratan sebagai berikut:



(3)

(4)

a. Kuitansi dengan " meterai secukupnya sebagaimana
tercantum pada Lampiran | yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan

b. Dokumen proses peng{:adaan sebagaimana contoh yang
tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pertanggungjawaban  pelaksanaan  pengadaan Belanja

Barang/Jasa dan Belanjé. Modal untuk Pengadaan Jasa

Konsultan dengan nilai sé.mpai dengan Rp. 50.000.000,00

(lima puluh juta rupiah), dan Pengadaan Barang/Pekerjaan

Konstruksi/Jasa Lainnya yang nilainya sampai dengan

Rp.200.000.000,00 (dua 'ratus juta rupiah) memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. Kuitansi dengan méterai secukupnya sebagaimana
tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. Dokumen proses pengadaan sebagaimana contoh yang
tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;dan

c. Dokumen lain yang dipersyaratkan dalam Bukti
Perjanjian. |

Pengadaan dengan tata cara pembelian melalui sistem

katalog elektronik (e-puirchasing] memenuhi persyaratan

sebagai berikut:

a. Kuitansi dengan meterai secukupnya sebagaimana contoh
yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini;dan

b. Dokumen yang diperlukan sesuai dengan tata cara
pembelian melalui | sistem = kataiog—¢lektronik (e-
purchasing). 1

Pertanggungjawaban Makanan dan Minuman untuk kegiatan

yang melibatkan pihaké ke-III (non rapat) sebagaimana

dimaksud Pasal 19 ayat [@3) huruf ¢ dan huruf d memenuhi
persyaratan sebagai berik{ut :

a. Kuitansi dengan nieterai secukupnya sebagaimana
tercantum pada Lampﬁ'ran I vang merupakan bagian yvang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. Dokumen proses pquadaan sebagaimana contoh yang

tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini;dan



c. Undangen/surat pemberitahuan atau sejenisnya, daftar
hadir dan/atau foto pelaksahaam—kegiatan, laporan
pelaksanaan kegiatan, dan Berita Acara Serah Terima
kepada Korlap/Ketua dan sebagainya.

Pengadaan Barang/Jasa yang besarnya selain sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatas dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.

Pengadaan Barang/Jasa dengan Swakelola dilakukan sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 48

Pertanggungjawaban penggunaan Bahan Bakar Minyak

meliputi:

a. Kuitansi dengan meterai secukupnya sebagaimana
tercantum pada Lampiran | yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. print out dari stasiun pengisian bahan bakar (SPBU); dan

c. rekap pengisian Bahan Bakar Minyak sebagaimana
tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Dalam hal print out sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak diperoleh/mesin cetak rusak, maka dilengkapi

surat/bukti lain yang sah serta surat keterangan dari stasiun
pengisian bahan bakar (SPBU).

Pasal 49

Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan yaitu :

a. Surat Tugas yang sah dari atasan Pelaksanan SPD;

b. SPD yang telah ditandatangani oleh pejabat yang
berwenang dan pejabat di témpat pelaksanaan Perjalanan
Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan
Perjalanan Dinas;

c. Tiket Pesawat, Boarding pass, airport tax, retribusi, dan
bukti pembayaran moda transportasi lainnya,;

d. Daftar pengeluaran riil (dalam hal tidak diperoleh bukti
pembayaran);

S - .
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e. Bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam

kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang



(2)

h.

dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang
jasa penyewaan kendaraan,

Laporan pelaksanaan perjalanan dinas;

Berita Acara Serah Terima Kegiatan sebagaimana contoh
yang tercantum pada Lampiran VII yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini;dan

Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.

Perjalanan dinas mengikuti rapat/seminar/pertemuan

sejenis, Penanganan Perkara dan Pelaksaitaan tugas khusus

di luar kantor dengan memenuhi syarat :

a.

Surat undangan dari penyelenggara rapat/seminar/
pertemuan sejenis; (dalam hal mengikuti
rapat/seminar/pertemuan sejenis)
Surat Perintah mengikuti/menghadiri
rapat/seminar/pertemuan sejenis, Penanganan Perkara
dan Pelaksanaan tugas khusus di luar kantor;

Laporan hasil  rapat/seminar/pertemuan sejenis,
Penanganan Perkara dan Pelaksanaan tugas khusus di
luar kantor;dan

Berita Acara Serah Terima Kegiatan sebagaimana contoh
yang tercantum pada Lampiran VII yang merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Perjalanan dinas Luar Negeri sesuai dengan Ketentuan yang

berlaku.

Pasal 50

Contoh format kelengkapan pertanggungjawaban sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2018.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya daiam Berita Daerah
Kabupaten Buleleng.
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